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TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIAN HARAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
| PINTU PROVINSI BANTEN,

Menimbang a.hhvm dalam mencerdaskan lc:h:dupnn

ran Negara Republik Indonesia Nomor 4301};
ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5670 |, ="

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ﬂ.cmhm‘a.n N'egara Repubhk Indonesia Tahun 2014

an Kebudayaan Nomor
 Pedoman Pendiran,
pan Pendidikan Dasar
i Republik Indonesia

atu Pintu di Bidang
rah Provinsi Banten

mten Nomor 7 Tahun
; 'didahn{l.emha.rﬂn
2012 Nomor 7,
r“Bnnt.m MNomor

Banten Th:ﬁun-ﬂﬂ!’ﬁ‘ Wumm 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
{Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25)
sebagaimana ftelah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012
tentang Pm;njuk mm Peraturan Dacrah




12, Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015
tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi
Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau
Pekerjaan di Provinsi Banten |Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2015 Nomor 80);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten {Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor B3);

14, Keputusan Gubernur Banten Nomor S70/Kep.ds-

Huk /2017 tentang Pendelegasian = Kewenangan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Memperhatikan : 1, ; Pelita Harapan

- I;ETJL""' Pendidikan dan Kebudayaan
i) f Tamor BO0/5562-Dindikbud /2017
al Rekomendasi.
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4. mengajukan permohonan ijin
selambat-lamba 30 (tiga pu]uﬁl mmmm
masa berlakunya ;

4. mentaati  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar

mengajar;
- 2 dlidnkmampu mﬂk:x:]utkan kegiatan belajar rnelrilglja_r
ENgan mengaju permohonan secara tertulis;

3. menurut peg:iamn Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang
bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjuikan
kegiatan belajar mengajar;

tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan
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